
   

BUPATI PURWAKARTA 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA 

     NOMOR 22 TAHUN 2024 
 

TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA 
DAN POLITIK. 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURWAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik telah ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta 

Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;  

b. bahwa untuk harmonisasi dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan 

optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, 

serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik, Peraturan Bupati sebagaimana 

dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu 

dilakukan penyesuaian kembali;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 



Pembentukan Daerah daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat 

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peratran 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang 

Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 

  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birorasi Nomor 25 Tahun 

2021 tentang Penyederhaaan Struktur 

Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk 

penyederhanaan birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

 



  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birorasi Nomor 17 Tahun 

2021 tentang Penyetaraaan Jabatan 

Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 525); 

  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-

441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur 

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan 

Politik; 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwkarta Nomor 

9 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9),  

sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024  tentang 

Perubahan kedua atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran 

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 

Nomor 1 ); 

  10.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 

2023 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil 

Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten  

Purwakarta Tahun 2023 Nomor 54); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN 
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Purwakarta. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur  

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 



pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan 

Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Purwakarta. 

6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Purwakarta. 

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Tipe B Kabupaten Purwakarta. 

8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin 

suatu satuan organisasi Negara. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan 

tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

10. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala 

Bidang, dan Kepala Subbagian di lingkup Badan . 

 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

 
Paragraf 1 

Kedudukan  
 

Pasal 2 
 

(1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa 

dan politik. 

(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

 

Paragraf 2 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 3 

 

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari: 

a. Kepala Badan; 



b. Sekretariat, membawahi: 

1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. 

2. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; 

d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 

Kemasyarakatan; 

e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; 

dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

       BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 

 

Bagian Kesatu 
Tugas dan Fungsi Badan  

 

Pasal 4 
 

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan 

politik. 
 

Pasal 5 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 

4, Badan menyelenggarakan fungsi: 

a. peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada 

Badan; 

b. penyusunan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, 

agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan 

serta kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik; 

c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ideologi, 

wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, 

budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi 

kemasyarakatan serta kewaspadaan Nasional dan 

penanganan konflik; 

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan 

dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik 

dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta 

kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik; 



e. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

Daerah di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan 

ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam 

negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan 

Nasional dan penanganan konflik; 

f. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan, serta program dan pelaporan; 

g. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang 

milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan; 

h. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka 

peningkatan pelayanan publik; 

i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan 

pertimbangan pengembangan karier; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Kedua 
Kepala Badan  

 

Pasal 6  

 

(1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di 

bidang kesatuan bangsa dan politik; 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Badan mempunyai tugas; 

a. perumusan dan penetapan kebijakan, perencanaan, dan 

kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang 

kesatuan bangsa dan politik; 

b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan 

bangsa dan politik; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas fungsi penunjang 

urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan 

politik; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan 

bangsa dan politik; 

e. pembinaan ketatausahaan Badan; dan  

f. pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

lingkup tugas dan fungsinya. 

(3) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan 

mempunyai perincian tugas : 

a. memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan 

program dan kegiatan fungsi penunjang Urusan 



Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; 

b. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan 

dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, perencanaan 

dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan di 

bidang kesatuan bangsa dan politik; 

c. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan 

penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, perencanaan 

dan kegiatan fusngi penunjang urusan pemerintahan di 

bidang kesatuan bangsa dan politik. 

d. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses 

evaluasi pelaksanaan, kebijakan, perencanaan dan 

kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang 

kesatuan bangsa dan politik; 

e. melakukan pembinaan kepada bawahan; 

f. mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi penunjang 

urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan 

politik dengan perangkat daerah/pihak terkait; dan  

g. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan 

Perundang – undangan.   

 

Bagian Ketiga  

Sekretariat  

 

Pasal 7 

 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 

b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan  

tugasnya  bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

 

Pasal 8 

 

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi. 

 

 

Pasal 9 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 

b. mengoordinasikan kegiatan; 

c. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan 

anggaran; 

d. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan; 



e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, 

hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi; 

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan 

pelayanan pengadaan barang/jasa; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

 

Pasal 10 
 

Sekretariat membawahi:  

a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan ; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Pasal 11  

 

(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dipimpin 

oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan 

Pelaporan  yang dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 

mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program,

kegiatan dan anggaran; 

b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan; 

c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan 

kinerja; dan 

d. melaksanakan urusan tata laksana keuangan; 

e. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji; 

f. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi; 

g. melaksanakan urusan pelaporan keuangan; dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

 

     Bagian Keempat 

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama 

 

Pasal 12 

 

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya dan Agama yang dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 



 

Pasal 13 

 

    Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Ideologi, 

Wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan 

pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan 

serta ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya serta fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi 

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. 

 

Pasal 14 

 

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan,bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan 

pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta 

ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika serta dasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan 

pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta 

ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten. 

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan 

pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta 

ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten; 

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan pasukan 

pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan serta 

ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah Kabupaten; 



e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, pembinaan 

pasukan pengibar bendera pusaka dan sejarah kebangsaan 

serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi 

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di 

Daerah Kabupaten; 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Bagian Kelima 

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan  

 

Pasal 15 
 

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 

Kemasyarakatan yang dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

 

Pasal 16 
 

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di 

Bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan 

demokrkasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan 

dan partai politik, pemilihan umum /pemilihan umum kepala 

daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, 

pemberdayaan ormas, evauasi dan mediasi sengketa ormas, 

pengwasan ormas dan ormas asing. 

 

 

Pasal 17 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 

Kemasyarakatan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja di bidang Pendidikan politik, etika 

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelebagaan 

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi 

politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 

evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan 

ormas asing di Daerah Kabupaten;  

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang 

Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan 

demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan 



dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala 

daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, 

pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, 

pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah Kabupaten; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, etika 

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelebagaan 

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi 

politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 

evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas 

dan ormas asing di Daerah Kabupaten; 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan politik, etika 

budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelebagaan 

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi 

politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 

evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas 

dan ormas asing di Daerah Kabupaten; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi  dan pelaporan di bidang 

Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan 

demokrasi , fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan 

dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala 

daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, 

pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, 

pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah 

Kabupaten;dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

 

Bagian Keenam 

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik  

 

 

Pasal 18 

 

     Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik yang dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

 

Pasal 19 
 

     Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di 

Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan 

orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik. 



Pasal 20 

 

     Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, 

Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja 

asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah 

Kabupaten;  

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang 

kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang 

asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik 

di Daerah Kabupaten; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, 

Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja 

asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah 

Kabupaten; 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, 

Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja 

asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah 

Kabupaten; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang 

asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik 

di Daerah Kabupaten; 

f. fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kabupaten 

Purwakarta;  

g. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan 

pertimbangan pengembangan karier; 

h. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala 

Badan; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

 
Bagian Ketujuh  

Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Pasal 21 
 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam  Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan sesuai 

dengan keahlian dan/atau keterampilannya. 



(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang 

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 

sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya. 

 

BAB  IV  

TATA KERJA 

 
Pasal 22 

 

(1) Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Unit Kerja wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 

baik dalam lingkup Badan maupun antar Perangkat Daerah 

di lingkup Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar 

Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap bawahan masing-masing 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Pimpinan Unit 

Kerja wajib mengadakan rapat secara berkala. 

 

 

Pasal 23 
 

(1) Setiap pimpinan, dan Jabatan fungsional dalam 

melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam 

lingkungan masing-masing, dalam lingkungan Badan, 

maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah 

Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas menerapkan 

sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.  

(3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan 

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(4) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di 

bawahnya. 
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